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Carprir Idesorr Rogiicrm

MNESCO pada perte—

I regges buaary oy ini

mengedarkan dokua-

nmwen bertajuk Guidance on
Fair Compoensation for DNows,
suatu panduaan untuk kiaim
hak ckonomi dan moral dari

publikasi Trerito bPrerkualitas
oleh platforimn digital dan agen -
sioAd. IDokurmen irnd menje-

Inskan berbagai pilihan kelbi-
Jakan., pengalaman beberapa
megarn magu, dan pendekatan
regulasi yvang dapat dipilily un-—
tuk menjamin hoak ckonommi
media berita (rigfre bosedd, corr -
petition, fiscall). Beredarnya
dokumen ini di Indonesia ber-
samaan dengan inisiatif rewvisi
Undang-Undang  Nomor 25
Tahun 2014 tentang Hak Cip—
ta, sang memasuklkan karyva
Jurnalistik scebagai obyek hak
ciprtaa harue Nah, bhagaimarna
kita memabami kedua peris—
tivea  inmi dalam apaya globaal
memnjarmin keberlanjutarn jur-
nalisme berkualitas dan eko-
sistem pers yangs sehat?
Krisis keuangam  yang o ime—
Iandza media pers di Tadonoesia
dalarm satu dekade terakhirc
telah menghambat pemenuli-
v proers vangg berkualitas
sebagmai pilar demokrasi (lewat
tung;:.- l-..unlml} i =atu sisi dan

iredilcator keschiotan  ckomnormni
di sisi lain. Salah satu penve-
babnya adalah disrupsi digital
«dan hegermoni platformm globaal
ata tata kelola bisnis infor-
muaasi o jurnalistik,. Terjadi apa
AFOTEE disebut =elbwmaond aFfri-
tad AT pladforrn-poebliisfirer ofis-
wcrnmectiorr. Dalam praktik jur-
nalistikk. merebak “kanibalis-
me” konten melalul praktik
poengutipan tanpa  mmensvebot
sumber awal dan pengabaian
kompensasi clonomi atas pro-
dduksi bherita bhoerkus tas scha-
gal karya intelektual.

Krisis juga  telabh o memica
berbamai  inisiatif perubahan
muosdel bisnis, pendirian lem-
baga dana abadi, hingsa refor—

muasi kebijakan. Salah =aku
wapraaya penting yangg  soedamgs
Trerpna adalah rewvisi atas LILT

Hak Cipta yoang memasulklkan
produk jurnalistik sebosai ol-
ek baru. Pasal 44 UL Hak
Cipta WAL LT rreasilby beriaku
mengatur  kebebasan  pengu-
tipan jagregasi ‘Trepublikasi

konterny jurrnalistik dengao -
nya  menyebut sumber data
tanpa disertai kewajiban pe-
moenubhan hak ekonomi g
bltnva Secara global.
aros., antara lain, dengaaor
e gz Caopywright Direotive
"Tabwarn 2019700 vang berlalka

M leclice clcory Jorvrcalisrre Llniosersitors Istcare frvcloresicr

di "pasar tungsal” Uni Eropa.
Article 15 Copyright Dircective
mewrajibkan platfiorim Gdigital
dan agensi Al membayar ro-
walti atas beragam publikasi
1lange berita dari picblisfrer lo-
kal di Eropra.

IMNalam konteks politik regu-
1la platform global. pemibenr
laakuan hak ciplia menjacdi b
=ian dari kehadiramn nesara -
tuk melindungs hak elkomnommi
dan maoral jurnalis dan perss.
Bersama dengan produlk legis-
laasi bnin. ind merupalean upsnen
struktural menjaga ekosistem
informasi vangs sehat, adil. ber—
kelanjutan,  dan profesiomnal
pascadisrupsi  digital, antara
lzain lewat MNews MMedia B:
Eaining Code i Austra
Mlerujuk dokurmen terbaru
[ CESCOr (20263, Guidanoe on
air Compensation for News
tiga pendekatan model kebi
Juakan klaim hak ckonomi be-
rita ke platform digital dan
Aagernsi AT waitu ppeeBlfice oo, arnd
sl rcgrerforrory, daprat Jditersig-
lkan  secara simultaly  dernson
telap menjagga prinsipy broars-
akuntabilitas, dan
pasi para pihak o secara
Dol bal Tndone-
suatuy kerang-
lea kerja resulasi keboerbanjutan
media vang kamprehensif, talk
terbatas pada rewvisi ULT Halk
Crigata.

Mlerujuk dokuirmer RLTLY
rang beredar di publik. ketern-
tumn wurmonm Pasal 29 dan Pasal
43 Aovat © dalam draf rewisi LUILT
telah mermasukkan Karva ju
nalisrik sebagai obhyvek hak cipr-
ta dari jurnalis dan perusaha-
an pers. MNoarrvon, masibh oo -
cul empat perdebatan utarma:
perbedann hak muoral dan hak
ckonomi atas  boerosgam jenis
berita. perbuatan yang masuk
katemor: pengeunaxan hal cipta
dan  pengecualiannya, klasif-
kasi kewajib»an platformnm digital
dan Al untuk pemenubhan hak
ekonomi dari karyva jurnalistik,
serta model institusi manaje -
men kolektif sebhagai pengelola
rovalti. Jika nanti bisa disakh-
lkan, UTLT ini menjadi prodoak
regiilasi terkait pers svang lehih
baik dibandingkan  dengan
Prersaturan prresicden terkanit
DrerBIFsfver rigfhr talvnan 2o

Inisiatif katoesmor =i berita
sebhagai obsyrek hak cipta selaras
dengan agernda global mrredico
seasferfrrcrl i (MNeatsche Wielle
MAAkademie, 2025). Kategorisasi
berita sebagai obyek hal cipta
sangat mevendesak antuak e -
menthi prinsip kesetaraan an-
tara rews poedfisfrer dan plat-
fororm digital dalamm hisnis in-
formasi dan secara pragmnatis

menopangs keberlanjutan  fi-
nansial korporasi eedin, k-
susnva pembiayasn prodouksi
berita berkualitas sebagai pilar
demokrasi inform:asi. ™Noarmors,
Indonesia. apava ini se-
harusnys paralel dengan lonng-
kah =struktural lain, misalnga
pendirian damna abadl jurra-
lismme, kebijanlan o foxe e
ferrowledoe., dan Ppenguatan
otoritas Komite Toongisuarng foa-
wakby Perusahoan Platformm Tri-
gital untuk Mendukung Jur-
nalisme Berkualitas (KTP2-
TED.

Para pihak  terkait  ommasib
toerbelabh antara meliboat pro-
duk herita sebagai peehlifc good
dan  atawu  prevoade g vmang
memengarubi pendekatan da
Laryy klainm rovalti. Mazhak
clhonomi pers liberal akan me-
lilhat berica sebagnai  prfvere
good sehingsa pola B2 atau
prermbararan Lavrugssungs oleh
Pengoana berita kepada pradfr—
fisfrer dianggap  lebih tepat.
Agar menyentuh kepentingan
Ppublilk., mazhalby sosial demnyo-
krasi berargumen lain, babsaa
produk berita berkualitas rre-
rupakan leaarya intelelktual
srvrg merupalkion  predlfe oeaoed.
Tata kelola hak cipta (hak muo-
ral dan ckonomi) tak sceoeata
dilihhar sehagai transaksi eko-
nomi antara platforymnm digital
clan korproras rrveeeliog,  Letage
a'preqrﬁi kepada jurnalis yang
belkeria untuk kepentingmn
publik  mencerdaskan kehi-
dupan bangsa lewat berita.

Iralarn bl imid. prirlsip ke -
adilan distrilboas rovalei™  arn-
tara media berita besar dan
media kecil altermnatil lebib i
utarmakarn, diiringi penghor
matan bterlh:a P merakan oa-
tibhak cipta yvong menogaskan
sifat kedermawanan dan ak-
tivismne el

MMencermati berbagai hal c
atas, Ppemerintaly dan juga
DPR semestinyas tidak terkbo-
ru-uro mengesahloan hasil
rewvisi UL Hak Cipitae Retfor-
mulasi teks LT hares dilems -
kapi dengan kajian kesiapan
scmua pihak, kKbhusosnyss plat-
form  digital dan agensi Al
untulk mematubhi atwuran T
hasil rewvisi dengan meenesaco
Prada kedua mazhabh di oatas.
Pemerintah dan DPR juga hoa-
rues mermastilkkan prinsip reeors -
irrggfied poarticipation dalam se-
tiap tahapan pembabasan ps
sal-pasal rewvisi LILL IDalarn hal
ini. EUT Media DMirective dapat
mernjadi rujukasn ol dengan
Ppenyvesuaian dari skema “pa-
sar  tungeEal” Eropa  mengadi
skoma negarn tertentu., sepaerti
Indonesia.
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